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PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN AMPENAN (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/11/2012)
Oleh:

lin Hidayatul Auliya
NIM: 1502121393

ABSTRAK

Perwalian menggunakan wali hakim merupakan suatu hal biasa yang sering
terjadi di masyarakat. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi
wali hakim dalam suatu perkawinan adalah Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi dimana tempat berlangsungnya pernikahan tersebut
dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan yang berlaku di Indonesia
seperti wali nasab berbeda agama, tidak memiliki wali nasab, wali nasab tidak
diketahui keberadaannya dan wali nasab adhal. Penelitian ini mengangkat kasus yang
terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan pada tahun 2012 akta nikah
no. 160/39/11/2012 yang mana pernikahan yang telah dilangsungkan dengan wali
hakim tersebut tidak memenuhi syarat administras nikah seperti adanya surat
penetapan atau putusan Pengadilan Agama tentang wali adhal terlebih lagi
pernikahan tersebut dilangsungkan di luar wilayah yuridiks Kepala KUA Kecamatan
Ampenan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah
penelitian lapangan (field research). Dengan sumber datanya berasal dari sumber data
primer yaitu Kepala KUA Kecamatan Ampenan, pegawai KUA Kecamatan Ampenan
dan arsip KUA Kecamatan Ampenan dan sumber data sekunder yaitu Undang-
undang maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan
menggunakan wali hakim pada akta nikah no. 160/39/11/2012 tanpa didasari dengan
surat penetapan atau putusan Pengadilan Agama dan dilangsungkan di luar wilayah
yuridiks Kepala KUA Kecamatan Ampenan telah melanggar aturan yang
berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali,
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan
Pasal 23 Kompilass Hukum Islam maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat
dibatalkan oleh orangtua dari mempelai perempuan.

KATA KUNCI: Perwalian, Wali Hakim, Kantor Urusan Agama.
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang M asalah
Ikatan perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan dengan sengaja
diciptakan oleh Allah yang diantara tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan
tujuan-tujuan lainnya. Allah menci ptakah‘manusia bukan tanpa alasan yang jelas,
tetapi didalamnya terkandung r%. g :H'rgat pentl ng.* Seorang laki-laki dan
perempuan memiliki fitrah untu g 2ling membutuhkan satu sama lain. Apabila

seorang pria dan/'wanlta telah st

melangsungkan perkawinan, itu
berarti meraka@telah berjanji akan taat dan tunduk pada pefaturan__\hukum yang
berlaku ddém perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawman itu
berlangsung rhaupun perkattimansiii, putus .

Perkawinan menurut, Pasek 4 AUndangsUadang:No. 1 Tahun 1974 tentang

MATARAM
Perkawinan adalah ikat,an Ithr batl n antara seorang Pl’la dan Wanlta sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan’menurut Kompilas Hukum Islam Pasal 2
menegaskan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum

Isam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa

M, Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga dalam Islam, ( Jakarta: Prenada Media Group,
2003), him. 1.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Isam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ( Yogyakarta, Liberty, 1986), him. 10.

1



sebuah ikatan perkawinan tidak serta merta hanya dilihat dari segi formal saja,
akan tetapi juga bisa dilihat dari segi agama dan sosianya. Berhubungan dengan
segi agama berkaitan tentang keabsahan atau keadlian perkawinan itu sendiri,
sedangkan dari  segi formanya berkaitan langsung dengan masalah
administratifnya, yaitu pencacatan di KUA dan catatan sipil.

Berdasarkan aturan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa sebuah
perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing dari

agama dan kepercayaanya. Menurut h&kum lslam syarat sah dan menjadi sebuah

“}

/:'4-.

rukun suatu perkawman salah Batun clal ar adanya wall. Wali nikah adalah

4
!@ﬁutlak untuk dapat menikahkan

mempelai wanita dengan laki-laki pilihannya sesuai dengan syanat isam. Wali

orang yang berhak atau memiiki

nikah tersebut hanya diperlukan untuk mempelai wanita. Mengenal Wall nikah

dibedakan menjadi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab¢ |alah seorang

laki-laki yang beragama i e yang=memHkEob ngan darah dengan calon
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

mempelai wanita. Wall ndsdb Alddh ofendRyary pdng berhak menikahkan
seorang wanita deng;arT Tgkﬁng “Ip\lamun apabila v'\}éﬁ F%B:?grsebm adhal atau
walinya enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah
perwaliannya maka hak perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim. Wali
hakim iaah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang
ditunjuk olehnya, yang beri hak dan wewenang untuk bertindak menjadi wali nikah.
Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali
Hakim Pasal 1 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan wali hakim adalah

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk



bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai
wali.

Sdah satu kasus praktik perwalian wali hakim yang terjadi di KUA
Kecamatan Ampenan pada Akta Nikah No. 160/39/11/2012 menarik untuk diteliti.
Bahwa pada tanggal 17 April 2012 orangtua dari mempelai perempuan bapak
Haryono dan ibu Tumiharti menerima sms dari putrinya Andyna Haryono yang
mengabarkan bahwa putrinya telah mel angsungkan pernikahan dengan seorang laki-
laki bernama Helmi Adhitya pada tanggal 10 Februarl 2012. Berdasarkan sms dari

"',‘,.' kaget dan kecewa mengetahui

putrinya tersebut mejmbuat orangth

anaknya telah menikah tanpa sepenge 7 |2|nnya terlebih dahulu sebagai

wali nasab atau Wali nikah, sedangkan yang menjadi wali nikah atau wali hakim
sekaligus penghulu adalah Kepala KUA Kecamatan Ampenan sebagalmana yang

tercatat dalan Kutlpan Akta Nikah No. 160/39/11/2012 tanggal 11 Februarl 2012

yang di keluarkan oleh KUAKetametaAmperan sedangkan orangtua dari
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

mempel ai perempuan masi hillketdhui Ikeb&radBanyA dafvama sekali tidak pernah
Y, aavazall

memberikan perwalian atau menunjuk orang lain untuk menikahkan anaknya,

sehingga perwalian tersebut terjadi tanpa menggunakan penetapan Pengadilan

Agama Mataram sebagai dasar dalam memberikan wali hakim bagi mempelai

perempuan, karena penetapan dari Pengadilan Agama Mataram itu merupakan

syarat mutlak bagi Kepala KUA Kecamatan Ampenan untuk dapat menjadi wali

hakim, sebagaimana berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilas Hukum Idam.

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Magid Besar Arrahmah Sweta,



Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, akan tetapi anehnya yang mengeluarkan
Kutipan Akta Nikah No. 160/39/11/2012 tanggal 11 Februari 2012 adalah KUA
Kecamatan Ampenan yang mana ha ini bertentangan dengan Peraturan Menteri
AgamaNomor 30 Tahun 2005danPeraturan Menteri AgamaNomor 20 Tahun 2019.

Jika di lihat secara seksama sudah terdapat kejelasan peraturan mengenai
wali hakim, namun ketika Kepala KUA Kecamatan Ampenan yang menjadi wali
hakim melakukan ha yang bertolak bglakang dengan yang seharusnya, maka

peneliti merasa tertarik untuk mmglgaj}lébiﬁ‘i;a‘]jm lagi tentang praktik perwalian
V4 A

. . . B ny & aHa ; .
wali hakim di KLjA Kecamatan Afmpenan, p kutipan: ekta nikah No.

160/39/11/2012.

.Rumusan Masalah
B,

1. Bagaimakah praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampeian ?
2. Bagaimana anal isis yuridis terhadap praktik perwalian wali haizrm d KUA
A ‘

Kecamatan Ampenan? = emm——————
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

. Tujuan dan Manfaat MATARAM
9 S TSI aavazall

1. Tujuan »
a. Untuk mengetahui praktik pe‘rwalj_‘an wali hakim di KUA Kecamatan
Ampenan.
b. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap praktik perwalian wali hakim di
KUA Kecamatan Ampenan.
2. Manfaat
a Manfaat Teoritis

Hasll penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca



maupun peneliti selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber
rujukan bagi siapapun yang membutuhkan.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
informasi/ pengetahuan bagi masyarakat terhadap perkembangan hukum di
Indonesia khususnya mengenai wali hakim.
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian s

Agar penelitian ini lebih te’r;.\ar&&r'nékét—penulis membatas ruang lingkup
V4 N

i L S, '
pendlitian yang berﬂ{aitan dengan peri xyyali!hakim di KUA Kecamatan

Ampenan yang diIaI{ﬁkan langsung KUA Kecamatan Ampenan.

Sedangkag Setting penelitian dilakukan di KUA KeCamatgn Ampenan
dengan alasan: ’ A S

1. Kasus yahg akan penulis jadikan sebagai bahan penelitian terj-éaf di Kantor
B :

Urusan Agama Kecamatan Amy an langsung oleh Kepala
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KUA KecamatanAmper?k A T A R A M

A= B S E-N Sg"B(Q varall .
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakanSebuah lembaga yang menangani

pencatatan perkawinan, wakaf, wali“hekim dan lain-lainnya dalam bidang

pembangunan agama di Kecamatan khususnya di bidang Urusan Agama Islam.

E. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu dengan
melihat judul skrips yang memliki kemiripan. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan gambaran umum secara jelas tentang data yang berkaitan dengan



penelitian penulis.

Selain itu telaah pustaka memiliki tujuan untuk membedakan hasil karya
penulis dengan hasil karya orang lain, dengan maksud agar terhindar dari
penulisan ulang dan duplikasi. Adapun karya ilmiah yang memiliki pembahasan
serupa yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda tentang “Pelaksanaan
Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batealit Kabupatem‘yepamj‘* 3Penelltlan ini termasuk jenis

&
v

penelitian Iapangjn dengan mengg | ‘-ngetoae kualitatif yang mengambil

g' Bateait Kabupaten Jepara.

Penelitian |n|’membahas tentang faktor-faktor penyebab - penggunaan wali

lokasi di Kantor Urusan Agafia |

hakim diKantor Urusan Agama Batealit. Persamaan dalam penelltlan ml yaitu

_/

sama-sama membahas tentang wali nikah yang digantikan dengan Wall hakim

yang dilakukan oleh Kepala KantorStEaR AGama (KUA) . Perbedaanya adalah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

yang dikaji dalam penel itheib i nfaddah fektdR-faldor Pehyebab pel aksanaan wali

Svmanwn AAD W xaldl
hakim di Kantor Urusan Agama Batealit. £

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marahalim tentang “Pernikahan Menggunakan

Wali Hakim Ditinjau Dari Figih Isam Dan Kompilas Hukum Islam Di

3Ahmad Syaiful Huda, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor
Urusan Agama Batealit Kabupaten Jepara)”. (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Nahdlatul Ulama Jepara, 2015).



Indonesia”.*Pendlitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana sgjak Januari 2006
sampal dengan bulan Februari 2007, menunjukan meningkatnya perkawinan
yang dilaksanakan dengan wali hakim. Penelitian ini membandingkan dua aturan
yang ditinjau dari figh idam dan kompilas hukum Idam.

Persamaan dari penelitian sebelumnya secara sepintas memiliki kesamaan
secara konteks dengan pendlitian penulis, sama-sama membahas tentang wali
hakim. Sedangkan perbedaannya pene!itian penulis tidak membandingkan dua

aturan tentang wali hakim. ﬁ . |
" A (f‘*\»‘

3. Penelitian yang d}lakukan o?eh

Isam Dan Hukuﬂm Positif Terh Pengadilan Agama Surakarta

Tentang Wali*Hakim Adhol dalam Perkawinan (Studi Anali;a Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2007)" .° Peneli'tki'a‘tlr\\'ini lebih

terpaku pada da%lr dan pertimbangan hukum yang dlgunakan oIeh hakim

Pengadilan Agama SurakartauntarerRshetapkar wal hakim.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Persamaan dari pdwlitian sdbel innjR yaiu svhia-sama meneliti tentang
. 9 vanien aavazal
wali hakim dalam pernikahan. Sedangkan perbedaanya adalah pendlitian
penulis tidak mengkaji/membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh
hakim Pengadilan Agama Surakarta tentang wali hakim.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Faradila Panrimaningtyas tentang *“Pelaksanaan

Perkawinan melalui wali hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan

* Marahalim, “ Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Ditin jau Dari Figih Islam Dan
Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan,
2007).

> A. Zainal Arifin, “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Surakarta Tentang Wali Hakim Adhol dalam Perkawinan ( Studi Analisa Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2007)”. (Skripsi, Fakultas Syari’ah STAIN Surakarta, 2008).



Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilas
Hukum Islam”.°Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif andlitis, yang
membahas tujuan mengetahui peran wali hakim, mengetahui apa sga
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di
Kantor Urusan Agama Ngaliyan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-
sama membahas tentang wali hakim yang menggantikan wali nasab dalam
sebuah perkawinan. Sedangkan p@edaanya adalah dalam penelitian penulis

&
v 4

ik et 8 A0 el i

perkawinan dengan wali hakim.

F. Kerangka Teori «
g

1. Perkawinan |

-

Sebuah perkawinan merupakan tindakan yang sangat p’éntlng dalam

masyarakat. Eksistens kegi atarni-agaiaemeregalkan sebuah hubungan hukum
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

antara seorang Iakl -l akiVblendanTseohandR per&mpvdn. Daiam pelaksanaan
Jua;ﬁ:.:ia (AT -
perkawinan terdapat rukun dan syaratnya yang wajib dltaatl dan dipenuhi.

Adapun yang menjadi rukun nikah adal ah:

a. Mempela laki-laki
b. Mempela perempuan

c. Wadli

® Fardila Panrimaningtyas, “Pelaksanaan Perkawinan melalui wali hakim Di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum
Islam”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas [slam Sultan Agung Semarang, 2016).



d.

e.

Dua orang saks
Shigat ijab gabul

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-

rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan

ijab gqabul.” Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

Syarat-syarat mempelai laki-laki:

a

b.

C.

d.

Bukan mahram dari calon istri .
0 N

dliri --

Tidak terpaksa atas kem

Orangnyatert tu, jelas ]
Tidak sedanglhram ‘ I

Syarat-syarat gempelal perempuan:

a

Tldak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan r:}%gu tidak

y 4
sedang dal am LI. iddah y 4

Merdeka, atas kemauM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jelas orangnya MATARAM

Tidak sedang berthram ¥

Syarat-syarat Wali:

Lali-laki
Baligh
Waras akalnya

Tidak dipaksa

"Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ( Kajian Fikih Nikah Lengkap ), ( Jakarta:

Rajawali Pers, 2014), him. 13.
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e. Adil

f. Tidak sedang ihram
Syarat-syarat Saksi:

a Laki-laki

b. Baligh

c. Warasakalnya

d. Adil

%

e. Dapat mendengar dan mellhat R N

f. Bebastldakdl aksa
0. Tldaksedanglhram ‘

h. Memahamb bahasayang dipergunakan untuk ijab Kabul

&/arat syarat shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dge\xr:i"@g bahasa

yang dapat dl meig?ertl oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan
. W @
SakSI.8 v

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

. Perwalian MATARAM

Perwalian dga“mmnum yaitu gala sesuatu yang berhubungan

dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arﬁ antaralain:

a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus
anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

c. Orang yang saleh ( suci), penyebar agama.

8 bid.,him. 13-14.
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d. Kepaapemerintahan dan sebagainya.®

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan
laki-laki yang sesuai dengan syari’at islam. Wali dalam pernikahan memiliki
kedudukan yang sangat penting. Dalam Kompilas Hukum Islam di Indonesia
disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus
dipenuhi. Sehingga tanpa adanya wali nikah perkawinan tidak dapat
dilaksanakan atau batal .

Secara garis besar wali m@h d| bagr menjadi dua macam yaitu wali

ﬁ’ﬁ (ll\
nasab dan wali Ijaklm Wl Pasagiial \\Q/all!karena ada hubungan darah

(kerabat). Terdapat aturan di dal i Hukum Islam|yang menegaskan

secara rinci dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 Kompllas Hukum Isam
tentang wali sebagal berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawimabemerapakan rukun yang harus dipenuhi
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

bagi calon mempelal wwita yand bertfhdaRuntdik mehikahkannya.
Jus&ﬁﬁ&b s fa Lt by zall
Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikahiaah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) wali nikah terdiri dari:

a Wali nasab

°Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003),
him. 165.

Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi |slam dalam Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta:
Gema lnsani Pers, 1994), cet. ke- 1, him. 83.
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b. Wali hakim™

Pasal 21

(1) wai nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek
dari pihak ayah dan seterusnya. :
Kedua, kelompok kerabat saudpr; Iakl"’ff:kl kandung atau saudara laki-laki

&
v

seayah, dan kjeturunan IaEr-[ak )

Ketiga, kelompok kerabat pa

saudara segyah dan keturunan laki-laki mereka.

Kee_mpaI,‘ kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudaralakllakl

A
0
P
L
N

seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu ke Fterdapat beberapa orang yang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

sama-sama berhak Mehjadh Wali, AakRyary pAlihg berhak menjadi wali

Jua;ﬁ:.:ia A RS Iy
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama dergjat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang
hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, dergjat kekerabatannya sama yakni sama-

™ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), him. 20-21.
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sama dergat kandung atau sama-sama dergjat kerabat seayah, mereka

sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih

tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi

syarat sebagal wali nikah atau oleh karenawali nikah itu menderita tunawicara,
tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat beri'kutnya:l?“ :

g *
Wali di at%s bila semuanya'

negara (sultan) yang biasa disebut deng

Adapu& yang dimaksud dengan wali hakim ialah: WaI| yang hak
perwaliannya t mbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak _(adhal)

atau tidak ada, atau karena sebab lain secara fisk ada tetapi hak? perwallannya

tidak ada.* Wali adhal adal sl WalVaReBaaaarataL menol ak untuk menikahkan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

perempuan yang ada di bawkh perwilliathyaR A M
Y Sy ' aavarall
Undang-undang perkawinan tidak meéngatur secara jelas ketentuan-
ketentuan tentang wali hakim, namum_ Kompilas Hukum Idam memberikan
rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilas
Hukum Islam dimana wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri

Agama atau pegjabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan

12 |ni

Ibid.,22.
137ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 17.
Ahmad Rofig, Hukum ISlam di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him. 66.
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untuk bertindak sebagai wali nikah.™
Kompilas Hukum Idam juga merincikan tentang wali hakim dalam pasal

23 sebagai berikut:

(1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adha atau enggan.

(2) Daam ha wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak

ad putusan Pengadilan Agama tentang wali

% .';f

tersebut.® J

menyatakan:
Pasal 1 «
Daam peratufan ini yang dimaksud dengan:
(1) Wali nasab adalah pria béfagameststanyang mempunyal hubungan darah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
dengan cal on mempelsil waflita diarifindRayzh midlrut hukum islam.
I A TR aavazall
(2) Wali hakim, adalah Kepaa Kantor Urusan'/Agama Kecamatan yang ditunjuk
oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon
mempelal wanita yang tidak mempunyai wali.
(3) Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagal Pegawai Pencatat Nikah
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-

| ntruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam..., him. 13.
®Ipid., him. 22.
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undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nkah/rujuk menurut

agamaidam dan kegiatan kepenghul uan.

Pasal 2

@)

)

Bagi caon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau
di luar negeri/di luar wilayah teritoria Indonesia, tidak mempunya wali
yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau, mafqud, atau

berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali

.%,. "

hakim. g N
' o ©. N
Khusus untukJmenyatakan adh__,; Q”P;gebagal mana tersebut pada ayat (1)

pasa ini ditétapkan dengan, eputusa | /Pengadilan Agama/ Mahkamah

Syar’iyah Kang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Pasal 3 «

@)

2

AN

Kepal a Kéntor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wil ayah ‘kecamaman
yang bersangkutan ditUnjuk—FRenjagi—wali hakim untuk menikahkan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

mempelai wanita sedsdiai menaldindksld dafemNdsal 2 @yat (1) peraturan
» ¥ SR TRTI <aavazal

ini.

Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan atau tidak ada, maka Kepaa Seks yang membidangi tugas
Urusan Agama Idam atas nama Kepaa Kantor Departemen Agama
kabupaten/ kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk

salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara

menjadi wali hakim dalam wilayahnya.



(3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportas, maka Kepaa
Seks yang membidangi tugas Urusan Agama lIdam atas nama Kepala
Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut
untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.'’

Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Pernikahan Pasal 12 dan Pasal 13 menyatakan:

Pasal 11

(1) wali nikah terdiri dari Wali‘Wdaanjhakim.

2) Syarat wali nj%\b sebaga:%w'aﬁ adgayam (0):
a Laki-laki |
b. Beragamiaisam .
c. Berakal b,
d. Adil W y
(3) Wali nasab sebagaimana dim yat (1) memiliki urutan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a Bapckkadung M A T A R A M

b.  Kakek (bapak dari kakek)

c. Bapak dari kakek (buyut)

d. Saudaralaki-laki sebapak seibu

e. Saudaralaki-laki sebapak

f.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu

0. Anak laki-laki dari saudaralaki-laki sebapak\

Yhttp://simbi.kemenag.go.id, diakses tanggal 25 September 2019, pukul 17.46.
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(4)

Q)

(6)
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h. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu)

I.  Paman sebapak (saudaralaki-laki bapak sebapak)
j.  Anak paman sebapak seibu

K. Anak paman sebapak

|. Cucu paman sebapak seibu

m. Cucu paman sebapak

n. Paman bapak sebapak seibu

Untuk m@ksankan ijab gabul pada saat akad nikah, Wdlx nasab dapat
-

mewakllkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghul u/PPN LN/N atau

orang Ia| n ya@ mem%
V

Daam ha wali tidak hadir a ad nikah, wali membuat surat taukil

UNIVERSITAS ISLAM NEG ERl

wali dlhadapgx KepMK@A Iecéﬁ‘nat%PéﬁghMPPN N sesuai dengan

s KA RURA Ry
domisili/ keberadaan Wall dan QIaaks kan pleh 2 (dua) orang saks.

Format taukil wali sebagaimané dirhaksud ayat (5) ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

@

Daam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasa 12

ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA



Kecamatan/PPN LN.
(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai
wali apabila:
a Wali nasab tidak ada
b. Walinyaadhal
c. Walinyatidak diketahui keberadaanya
d. Walinyatidak dapat dihadi rkarleternU| karena dipenjara

e. Wali nasab tidak aday: agam"ﬁ'lslam

/5

| |
f. Walinyanalam keadaan b

Pengaglllan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidé’k\d&etahui Wdimakwdfﬁé&a ayat (3)

huruf ¢ didasarkan atas surat ermaterai darl calon pengantin,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

disaksikan o% 2 (dJéonréhg Lk Al k‘é:ahMoleh ala Desa/Lurah

,a;am

setempat. .. ‘
(6) Wali tidak dapat dihadirkan %bagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf d
karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat
keterangan dari instansi berwenang.*®
G. Metode Pendlitian

Metode penelitian ini merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data-data

81 hid.
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yang dibutuhkan secara lengkap, jelas dan terperinci dengan tujuan untuk hasil yang
maksma agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyimpang dari pokok
permasalahan.® Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode
kualitatif, karena penliti harus menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data.
Pendliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami
dan digambarkan subjek penditian.” Metode kuditatif ini dipilih penulis agar

memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai ha-hal yang

menjadi pokok permasalahan yang me.ﬂde;féil‘t'er’ntang praktik perwalian wali hakim

d KUA Kecamatzfn AmperTan ingga stata—data yang @ diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan dan dianaligs : ' sr_v}lah karena data yang diperoleh

bersfat kenyataan @Eanpa mengada-ada.
1. JenisPenelitiéh p
Jenls penelltlan yang digunakan oleh peneliti adalah penelltlan Iapangan
Penelitan Iapangan :‘““-"' a=jenis pendl ' fian datal dalam penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

kudlitetif yang mudah talyda pérluTpenfetaRianAneddblam akan literatur yang
. Sesmawes = gosssal
digunakan dan kemampuan tertentu dari pihakpeneliti. Penelitian lapangan yang
dipilih peneliti dimaksudkan agar penelitian dapat menghasilkan keterangan,
pemaparan dan kes mpulan yang jelas.
2. Lokas Pendlitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan.

Adi Rianto, Metode Sosial dan Hukum, ( Jakarta: Sinar Granit, 2004), him. 2.

% Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif,
(Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2014), him. 58.

! |mam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatit Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
2015), him. 81.
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Berlokas di Jn. Teluk Bayur Kekalik, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

Nusa Tenggara Barat.

3. Kehadiran Pendliti
Kehadiran peneliti daam ha ini sangatlah penting karena pendliti
merupakan instrumen utama dalam hal mengumpulkan data yang diperlukan agar
data yang didapat akurat dengan cara wawancara dan metode dokumentas.

4, Sumber Data <r‘) “‘ _

Sumber d?a Utama. & KUBlitalir adele kata-keta, dan

tindakan, sdebihﬁya adalah data tamiahanseperti dokumen (den lain-lainnya.”

Sumber data terbagi menjadi duajenis yaitu sumber data primer dan sekunder
S

a. Sumber data primer 3

Data pr| mer adalah data yang didapatkan Iangsung darl sumbernya

Data primer dldapatkan o." Kepala ecamatan Ampenan pegawai
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KUA Kecamatan Ampdfien den &S pK UR K edambtdn Ampenan.
J ST .r;l:} [y :Lﬂ
b. Sumber data sekunder B ‘
Sumber data sekunder adalah data pelengkap dalam pendlitian yang
diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, disertas
maupun peraturan perundang-undangan.”®

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian.

2 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006),
him. 157.
%7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 106.
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Untuk menghemat waktu dan biaya, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu
a Metode wawancara
Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
orang yang diwawancaral, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara®Hasil  wawancara dicatat dan direkan oleh pewawancara
Terdapat tiga jenis wawancara yaltu wawancara terstruktur, semi struktur,
dan tidak terstruktur. Adapun aualam penelltlan ini peneliti menggunkan

,..,._“}.

B
teknik Wawan(jara semi Q‘rukt

3§ H disusun. Pewawancara akan

mengikuti daftar pertanyaan| e

mengajuka& pertayaan lebih terbuka untuk memungkinkan berdiskus
dengan mforman Oleh karena itu pihak-pihak yang akan dlwawancaral
adalah Kepala;l\ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan pegawai
KUA Kecamatan AmM |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b. Dokumentas MATARAM
0 vesanen <aavarall
Dokumentas yang dlgunakan peneliti dalam ha ini menggunakan
arsip dari KUA Kecamatan Ampenan dan berbagal aturan-aturan yang
berkaitan dengan pernikahan menggunakan wali hakim.
6. Teknik Analiss Data

Analiss data merupakan proses mencari dan menyusun secara S stematis

data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentas

**Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media Group,
2013), cet. ke-1, him. 132.
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dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting
dan mana yang akan dipelgari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain® Analiss data yang dilakukan dalam penélitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif
dapat dilakukan dengan menelaah dan mempelgari beberapa peraturan
perundang-undangan, teori-teori dan konsep—kon&p yang berkaitan dengan

permasal ahan yang sedang dltelltl 26% N :

7. Uji Validitas Dat% Vi

Data yang valid adalah %“- & tidak berbeda antara data yang

dilaporkan ol% peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadl pada objek

penelltlan ‘Dalam penelitian ini penditi melakukan langkah- Iangkah ‘sebagai

/ L
WA

berikut:

Ve
a Menambah waktu penditiam —m———

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menggunakan IViktupenHitidn |dRih BanyAIdi 1apangan, guna untuk
O vmancn aawazall
mendapatkan data secaralengkap, dan mendetail.
b. Menambah Referens

Kecukupan referens guna sebagai landasan teori dan acuan dalam

mendukung penelitian yang dilakukan.

#gugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2012),
him. 244,

? Soerjono dan H. Abdurrahman, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), him. 56.

" Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2014), him. 130.
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c. Ketekunan Penelitian
Ketekunan penelitian yang peneliti lakukan sangat membantu
menjadikan hasil penelitian |ebih lengkap dan jelas sehingga tidak cacat dan

diragukan keabsahannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM
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H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan yang beris latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, sistematika dan daftar pustaka.

BAB Il Paparan Data dan Temuan yang beris tentang gambaran |okasi
penelitian, pengertian perkawinan, hukum. perkawi nan, rukun dan syarat sahnya

o
' aratwarat menjadi wali hakim, praktek

o wati ki
Itemuanb ta analisis penulis

tentang praktik gerwallan wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan yang
‘\w

perkwinan, macam-macam wali nik

pel aksanaan perwalian oleh wal

BAB |1l Pembahasan yang

dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan.

//

BAB IV Penutup yang beriskan kesmpulan dan saran- Saraf yang dapat
Y
=———— B
diambil dari hasil penelitian. — ———m——————

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

 MATARAM
Svmaaecan aavazall
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PAPARAN DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum L okas Penelitian
1. Sgjarah Berdirinya KUA Kecamatan Ampenan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan mulai berdiri pada tahun
1952 dengan nama KUA Kecamatan Lombok Barat yang di kepalai oleh Syaid
Ahmad Al-kaf dan berkantor di dekét Pehdopo Wali Kota Mataram.

y & r#o
Pada tahujw 1055 KUA Kegéimetéin,Lombok Barat jberubah namanya

f .;‘; A

v\\v 2

dengan Kantor Urusan Agama mpenan Barat yang mewilayahi

Ampenan, Mataram dan Cakranegara yang dipimpin oleh TGH Zaenudin

sgjak tahun 1955 1960.

/,

Pada tanggal 1 Oktober 1970 Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ampenan Barat berubah mena BEBFasan Agama Kecamatan Ampenan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Seperti yang kita ketahuMkaF&nngl AendBn mdmeydng wilayah sebanyak 17
desa dalam Ilngkﬁr:é?nal?e?aﬁatan Ampenan fangﬂa? k:;p:é\xl‘a[\lJ oleh: Karomah
Bahweres sgjak tahun 1960-1970. |

Padatanggal 1 April 1976 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan
yang tadinya memegang 17 buah desa maka dipersempit wilayahnya mejadi 7
buah kelurahan yang dipimpin oleh Bapak Karomah Bahweres juga sampai
dengan tahun 1972.

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Lombok Barat sgjak tahun

1952- 1972 meminjam tempat berkantor di Kantor Kelurahan Ampenan Utara
25



dan sgjak tahun 1972 — 1986 meminjam tempat berkantor dipertokoan Cina
Ampenan Walaupun gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan
pada saat itu sering dilanda banjir sehingga tidak memungkinkan untuk tempat
berkantor pada saat itu. Dan baru bisa ditempati berkantor ditempat KUA
sekarang ini adalah pada tahun 1986 sampai dengan seterusnya.

Dari sgak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dipentitif
mewilayahi 7 buah kelurahan maka Jumlah kepala KUA Ampenan yang

memegang tampuk pimpinan adal al?sebagarben kut :

1. 1.Karomah Bajweres bertugas ’ 19% 1972

2. Syafi’i bertug:is mulai tahun ‘E )75

3. TGH. Abdlﬂah’syawal bertugas mulai tahun 1975-1976
4. TGH. Muh. Munir bertugas mulai tahun 1976-1989

5. Drs. Ruslil-damalulail bertugas mulai tahun 1989- 1991

6. H. Lalu Angkasah, BA Hertug:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

7. Khaerudin Abbas, SHMMrtugdes fMiul atahiBo 1995-P8

8. Drs. Maadi HalJnTr;a bae‘r;tljgz: mula| tahun 19933 waral
9. HM. Nur Subki, BA bertugas muI al'tahun 1999- 2001

10. Aswan S. Ag. bertugas mulai tahun 2001-2002

11. Drs. Ridwan bertugas mulai tahun 2002- 2004

12. Drs. H. Mahsun C. bertugas mulai tahun 2004-2010

13. Syamsul Hadi, S.Ag bertugas mulai tahun 2010 — 2012

14. H. Akhmad Baihaki, S/ Ag bertugas mulai tahun 2013 sampai sekarang
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2. Letak Geografis KUA Kecamatan Ampenan
Wilayah Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela yang terletak
di tepi Barat Provinsi NTB adalah salah satu dari enam Kecamatan yang berada
di wilayah Kota Mataram tepatnya di Jalan Teluk Bayur Kelurahan Kekalik
Kecamatan Sekarbela. Kecamatan Ampenan dimekarkan menjadi Kecamatan
Sekarbela yang bentuk berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor : 03 tahun
2007 tentang Pemekaran Kecamatan dgn} Kel urahan di Kota Mataram. Di dalam

>

Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bah va kébéimatan dimekarkan dari 3 (Tiga)
N 3

T W . W
Kecamatan menjéj1|6(Enam iU

a Kecamatan Arﬁpenan

b. Kecamatang/lataram
C. Kecamatah Cakranegara

d. Kecamétar-i_SeIaparang
M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

f. KecamatanSequbelaM ATARAM

B
e. Kecamatan Sandubay.
_ 9 SeA TN aavazall
Wilayah Kecamatan Ampenan memilki [uas 496 Ha sedangkan
Kecamatan Sekarbela memiliki luas 10,319 km2. Kec. Ampenan meliputi 10
kelurahan dan Kec. Sekarbelameliputi 5 kelurahan .

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ampenen adalah :

Sebelah Utara . Kecamatan Batulayar
Sebelah Timur : Kecamatan Mataram

Sebelah Selatan : Kecamatan Sekarbela



Sebelah Bar at : Selat Lombok

Adapun batas — batas wilayah Kecamatan Sekarbela adalah :

Sebelah Utara : Kali Ancar kec. Ampenan
Sebelah Timur : Kec. Mataram

Sebelah Selatan : Kec. Labuapi/Lombok Barat
Sebelah Barat : Selat Lombok

. Tugas dan Fungs KUA K ecamatan Ampenan

Bahwa Kantor Urusan Agama mempakan satuan unit terkecil dari

’T’ <.
birokras Kementjanan Agama RI w

Kementerian Agama Kotamadya/®

Agama RI (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA merupakan u1ung tombak
Kementerian Agama memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebaglan tugas

Kantor Kementerlan Agama Kotamadya/ Kabupaten di bidang urusan Agama

Islam, dan membantu p DanguRaR=permermtan di b|dang keagamaan di
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

wilayah kecamatan UntdkineAduking4eel Rsandan Mbjas pokok tersebut KUA
memiliki beberap_;?lrrfg;“y;ta fungsu admlnlgﬁg;sﬁﬁjr;égiﬁelayanan fungs
pembinaan dan fungs penerangan Sertapenyuluhan.

Fungs yang dijalankan KUA meliputi fungss Admisnistratif, fungs
pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Kantor
Urusan Agama berperan sebagai regulator, faslitator dan koordinator
pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam
(mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Idam. Di samping itu KUA

memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama
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aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain ; Badan Penashatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Kesegjahteraan Masid
(BKM) , Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an
(LPTQ), Pemnbinaan Pengamalan Agama (P2A), Forum P3N dan lain-lain.
Dalam rangka melaksanakan fungsinya, KUA Kecamatan Ampenan
merumuskan beberapa program kerja tahunan sesuai dengan hasil rapat kerja
internal dan rapat bulanan karyawan KUA Kecamatan Ampenan yang
didasarkan pada Keputusan Rapal:'aKerja*léantor Kementerian Agama Kota
Mataram. Adapuj-l rapat b‘uian a N e Ampenan

membahas antaralain tentang :

1. Evaluas pegcapaian hasil program kerja sebelumnya.

2. Menentiikan arah kebi jakan program kerja berjalan.

«/ y

3. Penyampalan aspirasi dan saran yang konstruktif untuk perbal kan ke depan.

Program kerja Taht A mpenan dirancang sesuai
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dengan fungsi yang telahNiletapkadyail: R A ™M
O vsansen <aavarall

A. Fungs Administras
Dalam menjalankan fungs administras KUA Kecamatan
Ampenan senantiasa berusaha mengoptimakan kualitas administrasi
perkantoran dan berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan

Administrasi Kepegawaian, Nikah dan Rujuk, (NR) keuangan, perwakafan,



30

Kegiatan Ibadah Sosial, pembinaan KS, Jaminan produk Halal, Kemegjidan,
Zakat sertaadministras (tata) persuratan.
Penjabaran fungsi-fungs administras tersebut adalah sebagai berikut :
1. Administrasi Kepegawaian
e Menyusun file kepegawaian.
e Membuat DP3.

e Menyusun Jobs Description.

e Membuat daftar hedir. 4% N
o’ S
e Merencanakan peningkat aan pegawai

o Men@at"kehendak nikah dan rujuk calon pengantin'.\ ‘

e 4Menyusun jadwal pel aksanaan nikah dan rujuk.

AT

e M eﬁghagiri : mWa nikah déﬁ?ruj uk.
e Membuat dan memberikan Kutipan Akta Nikah segera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

M A A
o Membu@gnﬁegr&ngggl?h%uﬁoﬁ ka&%g%r al
3. Administrasi Keuangan &

e Menerimadan membukukaﬁ bi'ayé pencatatan nikah dan rujuk.

e Menerima dan membukukan serta mendayagunakan uang DIPA.

e Mengatur dan membukukan pendapatan dan belanja kantor.
4. Administrasi Perwakafan

e Mendata jumlah lokasi dan luas tanah wakaf dalam bentuk pendataan

AIW dan sertifikas.
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Membuat permohonan Akta lkrar Wakaf dan pengesahan Nadzir.

Mengarsipkan AIW dan photo copy sertifikat wakaf.

5. Administrasi Kegiatan Ibadah Sosial

Mendata tempat ibadah dan kegiatannya.

Mendata lembaga/ pranata social keagamaan (FKUB, IKRAM,IKHI,

FKP3N, dil).
e Melakukan koordinas Imtas _tokoh agamaunutk  meningkatkan
kerukunan umat beraga? @ _ !
6. Admlnlstra% Kemegidan . @ b
e Mendata perkembangan jum Iladan masjid.
. Melal'péhﬁékan penataran managemen masjid. \ .

A N

\-Membuat permohonan  rekomendas permohonan bantuan

pembanwnan / rw
W

7. Administrasi Zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A M
aavazall
Menyebarkan surat hlmbauan Gerakan Infagq Ramadhan.

Datadorgtur daM muéah}{. 2. R

Mencatat penerimaan ZIS.
Menyalurkan hasil ZIS.

Melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran ZIS

8. Administras (tata) Persuratan

Mencatat dan mengagendakan surat keluar dan masuk.

Menyusun kearsipan yang baik (penyimpanan dan pengklasifikasian).
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B. Fungs Pelayanan
Fungs Pelayanan dil aksanakan demi mencapai harapan dan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Ampenan.. Bentuk
pelayanan tersebut antaralain :

e Menghadiri, mengawas dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai
dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh
calon mempelai.

@y
e Menyaksikan pengucapan ar W‘altaf dan menerbitkan Akta lkrar

Wakaf (Al\lj) sesual de%g‘én istiwa ukUFh tersebut.
; - .;v

e Mengesahkan susunan peng _ Wakaf dan telah disepakati.

. Memba@ proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor PerLanahan Kota

\ ?

Mataram. »
o MembUét\_ .i.lrat keterangan, surat pengantar,legalisasi, liutl pan Akta
Nikah, surat rekormm dengan permintaan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
masyarakat Ldan korhﬂeteﬁs: KA eBmafin Mpenan

Aﬁm

C. Fungs Pembinaan
Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model
pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ampenan.

Pembinaan tersebut antaralain :
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Pembinaan rohani dan kemampuan/keberanian berbicara di depan umum
melaui pelaksanaan shalat zhuhur berjamaah diikuti penyampaian Kuliah
Tujuh Menit secara bergantian.

Mengikutsertakan karyawan dalam berbagai kegiatan penataran dan
seminar yang dilaksanakan oleh instans terkait atau ormas.

Memacu semangat peningkatan kualitas karyawan dengan melanjutkan
studi. a

Mengadakan rapat bulana/%?rﬁﬁartraﬁ@(a evaluas rutin dan menampung

L. Zao . !
saran dan mjﬂlkan demi penidl pel aksanaan tugas

Meningkatkan disiplin waktl

Mengad*arf silaturahmi dengan para aim ulama bai.'k dil.akganakan di

kantor KUA maupun di tempat yang ditentukan.

Melaksanal&}n erdﬂokasir ﬁd:;lsjid-masjid

dilingkungan KU Kecamatan an.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mangadakan.peml% bangunanléan %gle{}aln masjid (ri’ayah, idarah dan
TSR LY JL2 KA RURS g xall

imarah) bekerjasama dengan Dewan Maslld Indonesia (DMI) tingkat

Kecamatan.

Aktif dalam mengis khutbah nikah dan jadwal safari ramadhan.

. Fungs Penerangan dan Penyuluhan

Bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam

gerak dan hasil yang optimal, KUA Kec. Ampenan selalu melakukan
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kerjasama dengan Radio Masyarakat, Lombok TV, BKKBN, Puskesmas,
PKK, IKRAM, MDI, BP4, FKUB, P2A, IFQOH, BNK, POLRI dan badan
lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan.

Adapaun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah :

e Kursus calon pengantin.

e Penyuluhan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA).

e Penyuluhan Gerakan Keluarga Sg(l nah.

e Penyuluhan Bahaya Penyal naaﬁﬁ"ar-kptika.

<. W

| L
e Melayani k(jwsultasi pranika

e Penyuluhan tentang kerukunan dan keragaman beragama.

4. Vis Dan MisigKUA K ecamatan Ampenan .
Dalam menunjang tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Ampenan
¢ {:/:“J;/

merumuskan Visi dan misgbecal berikUt:_
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Profesi onadjdalarr% avanar! di BrdaRy UﬂmMgamq Islam.
Pt . aavaral
MISI: <X
1. Meningkatkan  kualitas SDM  untuk mengoptimalkan ~ sistem
pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
2. Mempertahankan kualitas pelayanan nikah dan rujuk yang tepat

aturan, tepat waktu dan akurat dalam data
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3. Meningkatkan pelayanan Pendidikan dan pembinaan kemitraan umat

melaui zakat wakaf, pengembangan keluarga sakinah dan labelisasi

produk halal

4. Meningkatkan Pembinaan pembinaan terhadap calon jamaah Haji

serta meningkatkan pengetahuan ibadah haji

5. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instans terkait dalam

6. Menciptakan pemerintahdn yang Berwibawa dan bersih dari KKN.

5. Rekap Laporan jlikah Wa&

kegiatan kemasyarakatan

Ampenan

a. Laporan Pg hikahan Tahun 2017

éj’i"iﬁ akim Di

KUA Kecamatan

h

O,
No4 ~ Bulan Wali Nasab Wali Hakim Jumjélg
V. Per pikahan

1 Janung M r 4 48
N — |

2 | Februari UNIVEGITAS ISL.AM NE4ERI ‘ 40
MATARAM

3 | Maret [slmmmnB2 "

4 | April 0% P 1 61

5 | Me 46 2 48

6 | Juni 3 0 3

7 | duli 98 1 99

8 | Agustus 47 2 49

9 | September 70 1 71

10 | Oktober 48 1 49




11 | November 49 5 54

12 | Desember 50 8 58
Jumlah 603 34 637

b. Laporan Pernikahan Tahun 2018
No Bulan Wali Nasab Wali Hakim Jumlah
Pernikahan

1 | Januari 48

2 | Februani.. ey 39

3 Mare:gﬁ 54

4 | April al

6" Junl 18 1

7 Wi v y

8 Aguaus Ua\']\’E4i-IOSITAS ISLAM NE4GERX a4

9 Septen? I‘VL 7 T AR AZ fAy | 69

10 |Okiober | 52 | ‘1;;;’;,‘..,- 5 58

11 | November o W 3 23

12 | Desember 67 4 71
Jumlah 589 34 623
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c. Laporan Pernikahan Tahun 2019

No Bulan Wali Nasab Wali Hakim Jumlah
Per nikahan

1 | Januari 57 2 59

2 | Februari 55 5 60

3 | Maret 51 8 59

4 | April 42 2 44

5 | Mei 15

6 | Juni 61

7 | duli J 78

8 | Agustus 68

5 | September a1 5 b \:4\16:
10+ _éktober 52 8 69*!"“
11| November = Sk | 4 5
12 | Dessriber _——— i

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ‘
Jmligh | M Agsl A K AoM | | 585

B. Proses Pelaksanaan Per kawinan Di KUA k'ééamatan Ampenan
Indonesia adalah negara hukum yang mana bagi sduruh rakyatnya
diwgjibkan untuk taat pada aturan-aturan negara maupun aturan agama yang
berlaku. Seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan sebuah
perkawinan harus memenuhi atau melengkapi persyaratan administras yang sudah

ditentukan oleh negara demi terlaksananya sebuah perkawinan yang memiliki



kekuatan hukum.

Berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang

prosedur ataupun persyaratan administrasi pernikahan syarat-syaratnya sebagal

berikut:

1.

Mempelai laki-laki dan perempuan melakukan pendaftaran kehendak nikah di
KUA Kecamatan dimana akad nikah akan dilangsungkan.

Bagi pernikahan yang dilaksanakan d| Iuar negeri maka akan dicatat di kantor
perwakilan Republik Indones!a_‘%dl Iuar negerl dimana akad nikah

dilangsungkan.

Pendaftaran kehendak nikah yang.

perempuan pg[ing lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum}\ akad nikah

dil angsungkah

/

Namun jlka pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang darif 10 (sepul uh)

hari kerja maka mempelal _ Wajlb mendapatkan surat
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dlspensasdarlcamat MATARAM

Pendaftaran kehe‘r?ﬁ'avl.(a ﬁﬁ(;k; *yang harus dllalzufaagmempéal laki-laki dan
perempuan secara tertulis dengan mengis formulir permohonan dan wajib
melampirkan surat pengantar nikah dari desa/ kelurahan tempat dimana calon
mempelai tinggal, foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran
mempelai laki-laki dan perempuan yang dikeuarkan oleh kelurahan setempat,
foto copy kartu tanda penduduk (KTP) bagi yang sudah berusia 17 tahun
ataupun sudah pernah menikah sebelumnya, foto copy KK, surat rekomendasi

nikah dari KUA Kecamatan bagi mempelal laki-laki dan perempuanyang akan
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menikah di luar wilayah tempat tinggalnya, persetujuan dari kedua belah pihak
mempelai laki-laki dan perempuan, izin tertulis dari wali bagi calon mempelai
yang belum mencapai umur 21 tahun, izin dari wali yang memelihara atau
keluarga yang masih memiliki hubungan darah jika kedua orangtua kandung
telah meninggal dunia, izin dari pengadilan agama bilamana mempelai 1aki-laki
belum mencapal usia sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, surat izin darl atasan jika calon mempela adalah
seorang tentara nasiona Indonesa'*atapun'polls suami yang hendak beristri

< } /,4\§
lebih dari satu hafus menyer?akan re «ﬁn pollgarnl dari pengadilan agama,

,4."‘

lalu akta cerai ataupun kutipan b cerai bagi calon mempelai yang

melakukan perceralan sebelum diberlakukannya Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditambah akta kematian ataupun surat

keterangan mati suam atau istri yang dibuatkan oleh lurah atapun pej abat bagi

janda atau duda d|t| nggal et darjikea safa-adawar ga negara Indonesia yang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

tinggal diluar negeri dalvbudah fidakAmeRiilikh ddkinen Kependudukan lagi
e, aawgzall
maka syarat pernikahannya pun_ sama dengan yang di Indonesia hanya sgja
dilakukan di kantor perwakilan Republik/Indonesia di luar negeri.”®
Adapun persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ampenan yang harus di bawa ataupun dilengkapi oleh calon mempelai

laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP, KK, Akta kelahiran
2. Foto copy KTP Wali Nikah dan 2 Saksi Nikah

%8 peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

40

Surat Model N1 (surat pengantar perkawinan), N2 (permohonan kehendak
nikah), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat khusus izin orangtua, jika
calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun).

Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama jika calon mempelai laki-laki
berumur kurang dari 19 than dan calon mempelai perempuan kurang dari 16
tahun.

Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan tempat tinggal calon mempela
perempuan, jika diaberasal dari luar wilayah Kecamatan Ampenan.
Permakluman Nikah dari KUA Kecamatan tempat tinggal calon mempelai
laki-laki, jika dia berasal dari luar wilayah Kecamatan Ampenan.

Akta Cerai adi dari Pengadilan Agama, jika calon mempelai janda/duda.
Surat Model N6 (Keterangan Kematian),jika calon mempelai duda/janda mati.
Surat 1zin Menikah dari Komandan jika calon mempelai  anggota TNI/
POLRI. _ r’ .

j ka calon mempelar WNA.

Surat izin pengadilan bagi yang i gin i/lebih dari satu

Surat Taukil wall, jikawali berwakil yang di buat oleh wali *

Sertifikat Masuk 1slam, jika calon mempelai mu’allaf.

Surat Penetapan dari Pengadilan Agama, jika pernlkahan tersebut
menggunakan wali hakim. '

Bukti setor ‘biaya nikah Rp. 600.000,- dari Bank Penerlma/ Bank Perseps/
Kantor Pos dan'Giro ~-"a=:j;'<:;_ kahan di laksanakan di luar
balai nikah (KUA) atau di luar jam -

Dispensas nikah dari cgg\iéf‘ Ukm V@FI B &\ﬁsﬁgfakan kurang dari 10 hari
kerja sgjak pendgfLaran

P—F Q}\‘;b“' FJ‘

Selanjutnya alur menguruskpe’rnikahan d KUA setelah semua syarat

administras telah dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah

mendatangi KUA tempat dimana akan melangsungkan pernikahan tersebut dengan

menyerahkan semua sSyarat-syarat administras nikah kepada pihak KUA

(mendaftar) lalu akan di entri datanya menggunakan sistem online (SIMKAH) jika

ada kekurangan persyaratan akan di beritahukan kekurangannya jika ada yang

29 H. Akhmad Baihaki, Wawancara, Mataram, 19 November 2019.
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tidak memenuhi prosedur atau syarat maka akan dibuatkan surat penolakan nikah
(Model N9) untuk calon mempela kembali harus dipenuhi, namun jika
kelengkapan syarat-syarat administrasi yang telah di bawa oleh calon mempela
laki-laki dan perempuan setelah diperiksa oleh pihak KUA sudah memenunhi
prosedur maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah yang akan di
lakukan setelah 10 hari kerja dari sgak pendaftaran tetapi bisa di bawah jangka
waktu 10 hari dengan syarat harus ada rgko_mendasi/dispen%si dari camat. Maka
selanjutnya akad nikah akan di Iaksanakan el dengan waktu dan tempat yang

. ' ol . ’\
sudah ditentukan, ak{ad nikah yang dilaksanck

,

pengawasan Pegawa Pencatatat ‘, I

harus dihadapan dan di bawah

N) yang mewilayahi tempat

berlangsungnya akad nikah sehingga perkawinaan tersebut sah secara hukum atau
peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia yang tercantum daIam Pasal

6 ayat (1) dan (2) Komp|IaS| Hukum Islam. Prosesi akad nikah selesal maka pihak-

pihak yang berkepentlngan -1 buku nikah lalu buku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

nikah akan diberikan langsvly k&pada pengdrtin AekiMdki dan perempuan pada
2 SR TSI .1%,:;;‘:331
hari dan tempat setelah terjadinya akad n| kah tersebut
Dapat dilihat dan disimpulkan “bahwa dimana dasar hukum prosedur
ataupun persyaratan administras yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ampenan setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ampenan telah sesuai dengan aturan yang berlaku di

Indonesia, tidak ada syarat-syarat administrasi yang bertentangan ataupun berbeda

dengan aturan yang berlaku dimana prosedur ataupun persyaratan administrasi

%0 H. Akhmad Baihaki, Wawancara, Mataram, 19 November 2019.
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pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Ampenan telah sesuai berdasarkan pada

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Jadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dalam menjalankan salah satu

tugasnyatelah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Praktik Perwalian Wali Hakim Di KUA Kecamatan Ampenan Akta Nikah

No. 160/39/11/2012

Perwalian wali hakim berdasarkan data,r@iéglA aporan nikah KUA Kecamatan

Ampenan untuk wali hakim adalW j_berikut:

1. Laporan Pernikahan Wali Hakiff 017
No ~ Bulan ~Wali Hakim| |
1 | danuari 4 W
& - 3 S
2 | Februari 4 &
3 | Maet
4 Aprll UNIVERSITAS|ISLAM NEGE)](I
M ATARA I\Q'I
5 Mei
Somnsn aacasal
6 Juni N 0
7 Juli 1
8 Aqgustus 2
9 September 1
10 Oktober 1
11 November 5
12 Desember 8




Jumlah 34
2. Laporan Pernikahan Wali Hakim Tahun 2018
No Bulan Wali Nasab Wali Hakim
1 Januari 46 2
2 Februari 36 3
3 Maret 7
4 April 0
5 | Mei |i _—
6 Juni 1
7 Juli >
8 ;;’A{ZjUStus 40
9 : SEptember 67
0| ool —g—
11 November UNIVERSITAS I3pAM NEGERI
MATARAM ‘
2| Decribammmmminy 67 g
Jumlah 2 589ﬁ ) 34
3. Laporan Pernikahan Wali Hakim Tahun 2019
No Bulan Wali Hakim
1 Januari 2
2 Februari 5
3 Maret 8

43
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4 April 2
5 Mei 2
6 Juni 4
7 Juli 5
8 Aqgustus 7
9 September 5
10 Oktober 8
11 | November 4 S 2

12 DesemrJer J N ]
y 50

Dari tablé!:jata rekap laporan pernikahan wali hakim di KU‘i\f’_;K_ecamatan

Ampenan térl-i hat pertahunnya terjadi peningkatan yang sangat bem_r/lf?én”:i',hgkatan

penggunaan Wali. h&lm terfet 7 9 E: encapéi 50 pernikahan
menggunakan wali  haki m&;{’mﬂ%{ﬁi%ﬂ%ﬁbahwa tidak menutup
kemungkinan bisa sswjmicpaﬁngkatan pernikahanmmgliibkan wali hakim
di KUA Kecamatan Ampenan untuk.t'ahuAn-tahuh berikutnya.

Ada salah satu kasus menarik yéng menjadi objek penelitian penulis
dimana praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan yang terjadi
pada tahun 2012 antara mempelai laki-laki Helmi Adhitya bin Adji Mustawa dan
mempelal perempuan Andyna Haryono binti R. Haryono. Kedua calon mempelai

tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan mengurus semua berkas-berkas

atau persyaratan administrasi nikah yang menjadi syarat untuk dapat pernikahan
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tersebut dapat terjadi sesuai keinginan mereka. Berawal dari kedua calon
mempelai tersebut datang dan mengurus pernikahan mereka di KUA Kecamatan
Ampenan dengan membawa persyaratan nikah seperti foto copy KTP, KK, Akta
Kelahiran, foto copy 2 orang saks nikah, surat model N1 N2 N3, surat dispensasi
nikah dari camat untuk mempercepat pernikahan, surat keterangan domisili, surat
keterangan asal usul, surat keterangan orangtua, rekomendasi nikah dari KUA
kecamatan tempat tinggal calon mempel\a_i perempuan, surat keterangan wali
nikah, dan surat keterangan Wali:_z:.g_I}a;i.é;n"pErnikahan kedua calon mempelai

o 4:%

tersebut memilih menggunekan w tetapl ddlam tahap pemenuhan
4 A

persyaratan admnistras nikah di atan Ampenan justru surat

penetapan atau putusan dari pengadian agama yang menyatakan Wall adhal tidak
dipenuhi oleh kedua calon mempelai tersebut. Namun anehnya surat keterangan

wali nomor: 119/KJ/I/2012 tertanggal 6 Februari 2012 yang dlkeluarkan oleh

Lurah Kekalik Jaya (H T aswiT-S-SoSabaar tarpa anya pemberltahuan atau
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

konfirmasi dahulu kepada RMHaryonoibapgsk Handuhg deli Andyna Haryono yang
@ SR FRT <aavazal

mana masih hidup dan sehat serta alamatnya jelas

Setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Ampenan, hari
dan tanggal pernikahan pun ditentukan dan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan
walaupun terdapat kekurangan administrasi. Hari Jumat tanggal 10 Februari
Andyna Haryono binti R. Haryono melangsungkan pernikahan dengan Helmi
Adhitya bin Adji Mustawa bertempat di Magid Besar Arrahmah Sweta,

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Kepala KUA Kecamatan Ampenan

Samsul Hadi, SAg., selaku wali hakim yang menikahkan kedua mempelai



tersebut. Setelah terjadinya pernikahan tersebut tepat pada tanggal 17 April 2012
pengantin perempuan Andyna Haryono mengirimkan sms kepada kedua
orangtuanya ( R. Haryono dan Hj. Tumiharti binti Tukimin) yang mengabarkan
bahwa telah melakukan perkawinan dengan Helmi Adhitya, betapa sangat kaget
dan kecewa kedua orangtuanya mengetahui anaknya telah menikah diam-diam
tanpa izinnya terlebih dahulu sebagai walinya yang sah secara hukum negara dan
isam. Pernikahan diam-diam yang dllakukan mempelai perempuan dan laki-laki

semata-semata demi memuluskan JaLah pernrkahan Surat dispensasi nikah yang

( " /:u-.

dibuat oleh camat Ju#tru di keluarkan al 14 Febriiart 2012 4 hari setelah

/| - /g
pernikahan telah dilangsungkan. |- ka_}

Andnya Haryono dan Helmi Adhitya mendaftarkan perni kahannya di KUA

Kecamatan Ampenan tetapi sampa pada hari yang telah dltentukan untuk

mel angsungkan akad nikah, justru akad nikah tersebut maah dllaksanakan di

Masjid Sweta Kecamatan Cakranede Jang T enlkahkan mereka berdua
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

adalah Kepala KUA“!(ecameIanAniﬂ“ena taRpa Adariyd pemberitahuan terlebih
dahulu kepada or:n?]'tﬁ‘;mh;gm:;elai » perempuéﬁgégn:é:(ﬂjaﬂ dari mempelai
perempuan Andyna Haryono masih hidup dan diketahui keberadaannya bahkan
putrinya sendiri masih memiliki kontak nomor hp dari kedua orantuanya dan tidak
pernah memberikan perwalian kepada siapapun untuk dapat menikahkan putrinya.
Pernikahan Helmi Adhitya dan Andya Haryono dilaksankan di Masjid Besar
Arrahmahh Sweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram akan tetapi yang
mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/39/11/2012 tanggal 11 februari

2012 adalah Kepala KUA Kecamatan Ampenan.
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Kedua mempelai menikah menggunakan wali hakim namun tidak ada surat
penetapan dari pengadilan yang mana surat penetapan dari pengadilan tersebut
yang menyatakan bahwa wali tersebut adhal atau enggan. Sesuai dengan
persyaratan administrasi nikah yang ada di setiap KUA yang harus dipenuhi oleh
setigp calon mempelai yang akan menikah menggunakan wali hakim. Tetapi oleh
Kepala KUA Kecamatan Ampenan tetap saja melangsungkan pernikahan tersebut
padahal syarat-syarat administrasinya bel um terpenuh| secara baik dan benar.

Adapun pernikahan tersebut% tetap"'dllanjutkan oleh Kepada KUA

V.

| &
Kecamatan Ampenajw bapak S%msul ;fS\Ag dengan alasan perkawinan

Pal

na !! h‘u_?ara Andyna Haryono dan Helmi

Adhitya berdasarkan figih munakahat terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat

dengan wali hakim yang telah dil

ulama fiqih sepert1 dalam kitab “ Fathul Muin” Karangan Syaikh Zamuddln bin

Abdul AZIZ AI-Mahbary halaman 103 menyatakan tidak# sah karena

pelsksanaannya di 1U8r wilay o TrAPRSEEReF O & Kitab Ghayatul Talkhisil
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Murad halaman 236 dan kitdoIMAtardyidid haRm 287 $edta kitab [’anatu Thalibin
. J..u.r-*’* ABOT zall . .

juz 11l halaman 339 menyatakan sah suatu perkawinan dengan dalil kesimpulan
pernikahan itu sah oleh hakim jika “ada izin pihak pengantin perempuan
disebabkan karena kawin lari dan sebab Liddaruri atau sebab alasan darurat serta
berdasarkan dalil kaidah Ushul Figh yaitu Addharuratu Tubihul Mahdzurat yang

artinya “ Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang dan yang kedua

Alhukma yadurru ma’a lillah ujudan wa adamiha yang artinya keadaan darurat itu



selalu muncul dengan atau tidaknya suatu alasan.®
Dari hasil wawancara dengan salah seorang pegawai KUA Kecamatan
Ampenan sewaktu terjadinya kasus ini, beliau mengatakan:

Sudah saya ingatkan kepada pak Samsul untuk tidak melanjutkan
pernikahan tersebut  karena pernikahan itu terjadi di Kecamatan
Cakranegara yang mana wali hakim yang seharusnya adalah Kepala KUA
Kecamatan Cakranegara tetapi karena memang beliau disini sebagai
kepalg leader jadi diserahkan semua keputusan akhir pada pak Samsul
Hadi.

&
"
= N
“

f @ -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

317 akaria, Wawancara, Mataram, 27 November 2019.
32 zakaria, Wawancara, Mataram, 27 November 2019.
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ANALISISYURIDISTERHADAP PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM

DI KUA KECAMATAN AMPENAN AKTA NIKAH NO 160/39/11/2012

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan satuan unit terkecil dari
birokras Kementerian Agama Rl yang berada di tingkat di bawah Kantor
Kementerian Agama Kotamadya / Kabupaten Kantor Urusan Agama Kecamatan
adalah instansi yang bergerak dalam bmhng keagaaman yang salah satunya adalah
dalam proses perni kah J

beragama islam.

Perkawinan *pada umumnya dipahami sebagai ikatan yang bertujuan
menghalalkan_pergaulan bebas atau menghalalkan hubungan kelamin}‘ér‘?\étara laki -

laki dan perempuan yang sebelumnya belum halal. Dalam pandangan rslam bukan

sgja halanya hubungan kelamin Tersehutetap-Derta e juga uhtuk mendapatkan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

keturunan yang secara sah dévl malanjutkan dBoerdsi dedl antara suami dan istri
Y, aauazall
dapat membina kehidupan yang balk tentram lahir‘maupun batin atas dasar saling
mencintai mengasihi dalam sebuah lingkup rumah tangga yang sakinah.®
Perwalian atau wali merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan
yang sudah lama diatur oleh negara Indonesia. Unsur pokok suatu perkawinan adalah
mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri,

wali yang melakukan akad dengan calon suami, dua orang saks yang melihat akad

pernikahan yang berlangsung. Berdasarkan penjelasan ini rukus perkawinan secara

33 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), him. 16.
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lengkap adalah sebagai berikut:>
1. Calon mempelai laki-laki, syaratnya:
a. Beragamaislam
b. Laki-laki
c. Jelasorangnya
d. Tidak beristri empat orang
e. Dapat memberikan persetu uan

2. Mempelai perempuan, syaratnya: b

a Baad}maislam <. ‘=W

b. Perempuan

C. Jelg orangnya
g/ 'Dapat dimintai persetujuan

e Tld terdapat halangan pernikahan

S—————
3. Adawadli nlkah syaainyE ———————
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a Lekilsi M AT AR A M

b. Dewasa ) N y 4
A N p- 4
G, A0CF
b b

c. Mempunyai hak perwahan

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saks nikah, syaratnya:
a. Idam

b. Hadir dalam ijab gabul

**Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan UU
Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 59-61.
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c. Dapat mengerti maksud akad
d. Dewasa
e. Minima 2 orang saks laki-laki
5. ljab gabul
a. Diucapkan oleh mempelai laki-laki
b. Kata-katajelastidak mengandung sindiran
c. Dilakukan dalam satu majelis

5

d. Tidak digantungkan dggan syarat Ia|n

v 4

Secara garis je%r wali mkah dli

dan wali hakim. Wali nasab |alah

dengan mempel alﬁperempuan sedangkan wali hakim ialah wali yang hanya dapat
menjadi - wall’ Jlka orangtua dari mempelai perempuan tldak dl ketahui

keberadaanya, galb atau adhal atau enggan. Wali hakim merupakan Kepaa

Negara yang beragama |Slam dan TempERyai-kekuasaan yang boleh mengangkat
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

orang lain menjadi wall h&dm AntlK nAeni iRhkak sMorang perempuan yang
9 Jua;m:ia [ b

berwali hakim.®™ Tentang wali haklm Juga telah jelas termaktu dalam Pasal 1

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam * w'alii_vhakim ialah wali nikah yang ditunjuk

oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.*

Sebagaimana berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia tentang

penikahan menggunakan wali hakim menyatakan:

% Hasballah Thaib, Hukum Keluarga Dalam Syari’at Islam, (Medan: Universitas
Dharmawangsa, 1983), him. 53.
% Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, Subulussalam, (Bandung: 1976), him. 117.
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1. Wali nasab merupakan pria beragama islam memiliki hubungan darah dengan
calon mempelai perempuan dari garis keturunan bapak.

2. Dalam ha yang dimaksud wali hakim itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mana telah di tunjuk oleh Menteri Agama yang dapat
bertindak menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak
memiliki wal nasab.

3. Calon mempelai perempuan yang m‘eni‘kah di wilayah Indonesia atau luar
negeri lalu tidak memiliki wali Q@b'atwpdnwall nasabnya tidak memenuhi

P :

criteria atau adhal atau enggiah' mg _' r thaf!mya dapat digantikan dengan

o

4. Dan untuk mgpjelaskan ke adhalnya wali maka harus ada penetapan atau

wali hakim.

putusan dafi pengadilan agama. ¥’ ‘

Sudah jelas tentang aturan apabila seseorang mau m’él’éhgwngkan
B ——— —— 4

perkawinan harus menghadirkam—w ada dasarnya | pernikahan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

menggunakan wali hakim dvdmilfki proseliur ltau/perdydratan administrasi yang
9 eI TR s s Lz iy all

sama dengan pernikahan yang dilakukan menggunakan wali nasab, namun hanya

perbedaannya terdapat pada Walinya‘yan_g mana jika pernikahan menggunakan
wali hakim harus menyertakan atau harus ada surat penetapan dari Pengadilan
agama yang menyatakan bahwa benar wali nasab dari mempelai perempuan tidak
diketahui keberadaannya atau adhal atau enggan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala KUA

Kecamatan Ampenan bahwa persyaratan atau prosedur dari KUA bagi orang yang

37 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
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akan menikah menggunakan wali hakim harus membawa surat penetapan dari
pengadilan. Dalam peristiwa wali adhal atau enggan maka hak perwalian wali
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasab yang
seharusnya setelah ada putusan dari Pengadilan Agama, itupun apabila benar
bahwa wali dari skala prioritas wali nasab tidak ada atau tidak diketahui
keberadaannya. Namun tetap sgja dalam hal pernikahan yang pertama kali berhak
menjadi wali nikah adalah wali nasabnya karnajika wali nasabnya masih ada dan
diketahui keberadaannya maka hak peawallar'rtrdak dapat berpindah kepada wali

Y &
hakim. Surat peneta;})an atau putu € alean Agama merupakan syarat

mutlak yang harus d| penuhi oleh sigf :1- an melangsungkan pernikahan

menggunakan Wag hakim karena putusan atau penetapan dari pengagilan menjadi
dasar bagi seorahg Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bisafhténjadi wali

AL
Aot

hakim.*®

Wali hakim tidak serta-re cFargeang menjadi wali bagi seorang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

perempuan karena ada behdrapA KdbijakanRataud haMiial yang memang bisa
J..u.r-*’* sawgzrall

membuat wali hakim tersebut bisa menjadl wali’ haklm dimana dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal

13 ayat (3) menyatakan “wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bertindak sebagai wali, jika:

1. Wali nasab tidak ada

2. Walinya adhal

3. Walinyatidak diketahui keberadaanya

38 H. Akmad Baihaki, Wawancara, Mataram, 19 November 20109.
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4. Walinyatidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
5. Wali nasab tidak ada yang beragamaislam

6. Walinya dalam keadaan berihram

7. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Bahwa dari beberapa faktor-faktor di atas yang dapat menjadikan seorang
Kepala KUA Kecamatan menjadi wali hakim, tidak ada satupun diataranya yang
sesuai dengan keadaan yang terjadi di dalam pern| kahan antara Andyna Haryono
dan Helmi Adhitya. Jadi Kepala Ku?« Kecamatan Ampenan sama sekai tidak

_\melgnggar aturan yang ada. Wali

berhak menikahkan ﬂ(edua mempeial ol

hakim tidak memiliki hak menikahkar ebe ' berikut:

1. Wanitayang akan dinikahkan belum balig.
2. Kedua belah pi hak mempelai tidak sekufu.

3. Tanpaseizin Wanita yang akan menikah (mantan istrinya)

4. Di luar daerah kewenangM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sangat jelas bahwaszrnAah'aﬁ atarR Anllynd/Haryono dengan Helmi
J-'—JJ‘G"" Qﬂaraﬂ
Adhitya yang dilangsungkan di Mas_||d Besar. Arrahmah Sweta Kecamatan
Cakranegara, Dimana pernikahan tersebu_t sudah menyalahi aturan yang ada,
bahwa keharusan akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA
K ecamatan/penghul /PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksankan.*

Adapun alasan dari Kepala KUA Kecamatan Ampenan tetap melanjutkan

39 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahatl, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),
him. 92.

0 pPeraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1) tentang Pencatatan
Pernikahan.
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pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Indonesia adalah negara hukum
yang mana dalam setiap tugas instansi pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur
negara telah diatur dan ada dasar hukum perundang-undangan yang digunakan
(yuridis formil), karena jika bertentangan hukum syar’i yang ada di dalam kitab
dengan undang-undang negara maka undang-undang negaralah yang harus
digunakan karena Kantor Urusan Agama adalah instans pemerintahan dan
pegawainya merupakan pejabat negara/ pelaksana negara karena jika
menggunakan hukum tertulis (kltab)"yang dl ~bawah terkadang semua hukum-
1, & N

A\ "I&

hukum berbeda satu s}bma la nnya

Maka tindakan yang dilakukan adla KUA Kecamatan Ampenan

tidak dapat dlbenaran karna menikahkan kedua mempela “di Iuar wilayah
yuridiksinya yaitu d| wilayah KUA Cakranegara. Sudah jelas bahwa pernlkahan

antara Andyna Haryono dan Helmi Adhitya yang dilakukan di Cakranegara tanpa

pemberitahuan dan izin dari orangiUa SeRgaEmenyaKit erasaan Bia orangtuanya,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

terlebih lagi kedua mempeIMnerwab”ﬁkaﬁ bdRkaAmewilingkiri keberadaan dari
J e A savazal

ayah kandungnya sehingga lebih memnlh menggunakan wall hakim padahal wali

nasabnya masih hidup, jelas alamatnya dan bersedia menikahkan. Sehingga

pernikahan tersebut yang dibantu oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan patut

untuk dibatalkan karena pernikahan tersebut tidak sah. Bahwa sesuai di dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf e dengan tegas disebutkan “ Suatu

perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau

dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

“1 H. Akhmad Baihaki, Wawancara, Mataram, 27 November 2019.



Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilass Hukum Islam, jo Pasal 2
ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 30 Tahun 2005 pernikahan
Andnya Haryono dan Helmi Adhitya yang dinikahkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Ampenan menurut penulis telah melanggar aturan yang sudah ada maka

pernikahan tersebut tidak sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM



57

BAB IV
PENUTUP
A. Kesmpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan sebagaiamana yang

telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Praktik perwalian wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Ampenan pada
akta nikah no. 160/39/11/2012 sangatlah menyalah| aturan mengenai prosedur
persyaratan admistrasi nikah dan {hncatatan‘ pernl kahan dimana Kepala KUA

ki yar g Menikahkan kedua mempelai

| I. : 1.‘ dikarenakan pernikahan tersebut

diaksanakan di. Wllayah yuridiks Kepala KUA Kecamatan Cakranegara dan
tindakan Kepala KUA Kecamatan Ampenan selaku wali haklm tldak dasari

dengan surat penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan

wali dari mempelal perempUAN tersebatadhal—
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2. Pelaksanaan pernikahanMdaAakﬁ‘ nifeh Ro.160/3%1/2012 tidak memenuhi
Svmanmn . _aawarall .
persyaratan administrasi ni kah di mana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor
20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum
Isam. Pada dasarnya menegaskan bahwa penetapan wali adhaldidasarkan
adanya putusan atau penetapan Pengadilan Agama, karena itu aspek yuridis
pernikahan pada akta nikah no. 160/39/11/2012 tidak memenuhi tuntutan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagi calon mempelai yang akan mendaftarkan pernikahan agar terlebih dahulu
melengkapi syarat-syarat administras di KUA sesuai dengan aturan yang
berlaku di Indonesia sebelum melangsungkan pernikahan tersebut.

Bagi masyarakat untuk lebih mentaati aturan-aturan pernikahan yang berlaku di

Indonesia agar terciptanya ketertiban dalam hal administrasi dan pernikahan

P o\
yang telah dilangsungkan me)‘;n?ekuataﬂmkum.
Bagi pihak KUA» ntuk lebih bertag ab!alam menjalankan kewajiban

dministras oleh calon mempelai

terlebih dalam ha pemenuhan

terutama dalalg,,kas,ls pernikahan yang menggunakan wali- hakla’m agar tidak

& ' ? :’??l\
terjadi hal=hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. \“Q’:h :




LAMPIRAN

_—
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PEDOMAN WAWANCARA

1) Informan : Kepala Kantor Urusan Agama K ecamatan Ampenan

2) Fokus Wawancara . Praktik Perwalian Wali Hakim

3) JadannyaWawancara : Wawancara Semi Terstruktur

No. Pertanyaan
1. | Bagaimanatata cara pendaftaran dan persyaratan perkawinan jika menggunakan
wali hakim?
2. | Aturan manakah yang digunakan KUA Kecamatan Ampenan dalam proses
pendaftaran dan persyaratan perkawinan jika menggunakan wali hakim?
3. | Bagaimanajika perkawinan menggunakan wali hakim tidak memenuhi

persyaratan administras nikah sesuai aturan yang berlaku?

1) Informan :Pegawai KUA Kecamatan Ampenan

2) FokusWawancara :Praktik Perwalian Wali Hakim

3) JdannyaWawancara :Wawancara Semi Struktur

No. Pertanyaan
1. | Apadasan bapak KUA Kecamatan Ampenan (samsul hadi) tetap melanjutkan
perkawinan kedua mempelai tersebut?
2. | Apakah ada upaya preventif dari bapak terhadap tindakan yang dilakukan pak
samsul hadi sebelum menikahkan kedua mempelai tersebut.
3. | Bisakah bapak menceritakan sedikit kasus tersebut?




Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Ampenan
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